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SURAT EDARAN
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TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2015

Pasal 150 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyatakan bahwa dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk
jangka waktu 1(satu) tahun, oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
(RKP).

Sambil menunggu ditetapkannya RKP Tahun 2015 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD
Tahun 2015 yang memuat kebijakan pemerintah tentang prioritas dan sasaran
pembangunan nasional Tahun 2015, maka untuk mempersiapkan lebih awal
penyusunan rencana pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/kota agar dapat
diselesaikan tepat waktu, penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 supaya
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

. PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2015

1. Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dengan RKPD, serta antara
perencanaan dan penganggaran Tahun 2015 terhadap penyelenggaran
urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan provinsi, kabupaten/kota
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka
penyusunan Rancangan awal RKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015
agar berpedoman pada Bab VII Kebijakan Umum dan Program



2.

Kebutuhan Pendanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang RPJMD.

Rancangan awal RKPD Tahun 2015 disusun dengan sistematika
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, paling sedikit
sebagai berikut:

a.

C.

Pendahuluan;

Dalam bab ini supaya diuraikan penjelasan tentang latar belakang
penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen
RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, .
sistematika dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu;

Dalam bab ini supaya'diuraikan penjelasan tentang gambaran umum
kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun lalu (Tahun 2013) dan
permasalahan pembangunan daerah dengan sub bab sebagai berikut.

1) Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah
mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi
dan SKPD penanggung jawab. Hasil evaluasi dimaksud merupakan
kompilasi dari hasil penilaian realisasi pencapaian target, penyerapan
dana, dan kendala yang dihadapi atas pelaksanaan Renja SKPD
berdasarkan laporan Triwulan | sampai dengan Triwulan IV Tahun 2013
dan target program/kegiatan RKPD tahun berjalan (2014) yang
disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda.

3) Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis
gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD tahun 2013 yang menjadi isu permasalahan daerah
yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan
permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan
pengelolaan potensi unggulan daerah.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan;

Dalam bab ini supaya diuraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun
lalu (Tahun 2013) dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2014), yang antara
lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber
pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai
pembangunan daerah Tahun 2015, meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok,
jenis, dan objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Oleh karena itu,
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dalam bab ini disajikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai
program dan kegiatan Tahun 2015.

d. Prioritas dan Sasaran Pembangunan; dan

Dalam bab ini supaya diuraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran
pembangunan daerah Tahun 2015 berdasarkan hasil analisis terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (Tahun 2013) dan target yang
direncanakan dalam RPJMD untuk Tahun 2015, sehingga dapat
digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang
mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan
kemampuan pendanaan dalam Tahun 2015.

e. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Dalam bab ini supaya disajikan seluruh rencana program dan kegiatan
pemerintahan daerah dalam Tahun 2015 baik yang akan dikelompokkan
dalam belanja tidak langsung, belanja langsung, maupun penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan dalam bentuk tabel sebagaimana contoh/format
terlampir.

3. Rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 disusun dengan
menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Berita Acara
Hasil pembahasan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (Rencana Kerja
Pemerintah Desa) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
untuk didanai APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

4. Perumusan kebijakan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 juga
mempertimbangkan dan memperhatikan pencapaian tujuan serta sasaran
pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDG’s) dalam tahun
2015 dan menghadapi tantangan persaingan untuk meraih peluang memasuki
bentuk integrasi ekonomi asean yang dikenal dengan Asean Economic
Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai pada
tahun 2015.

5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, kegiatan-kegiatan yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi,
Kabupaten/Kota Tahun 2015 sesuai dengan kebutuhan untuk memecahkan
permasalahan pembangunan daerah yang mendesak, sesuai dengan kondisi
dan potensi serta kewenangan masing-masing yang dilakukan secara
terkoordinasi, antara lain sebagai berikut:

a. Antisipasi prabencana, saat tanggap darurat dan penanggulangan
pascabencana alam berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa tektonik
dan vulkanik, tanah longsor, kebakaran, dan bencana sosial yang akhir-
akhir ini terjadi sepanjang tahun diseluruh wilayah tanah air.

1) Penanggulangan bencana dalam tahapan prabencana mencakup
dalam situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi
terjadinya bencana, meliputi:
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a) Penanggulangan prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana
terdiri dari kegiatan perencanaan penanggulangan bencana,
pengurangan resiko bencana, pencegahan bencana, pemaduan
dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko
bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang,
pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis
penanggulangan bencana.

b) Penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya
bencana terdiri dari kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan
mitigasi bencana.

2) Penanggulangan bencana dalam tahapan saat tanggap darurat
mencakup kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap
kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan
sarana vital.

3) Penanggulangan pascabencana mencakup:

a) Rehabilitasi terdiri dari kegiatan perbaikan lingkungan daerah
bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian
bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis,
pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan
sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban,
pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan
publik.

b) Rekonstruksi terdiri dari kegiatan pembangunan kembali prasarana
dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat,
pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat,
penerapan rancangan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan
yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta
lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan
masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan
utama dalam masyarakat.

b. Mendukung optimalisasi penerapan kurikulum baru Tahun 2013 sesuai
dengan kewenangan pemerintah daerah, pembangunan, operasional
pemeliharaan, rehabilitasi/renovasi sarana dan prasarana pendidikan,
pengadaan alat peraga, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga
kependidikan;

c. Pemenuhan obat-obatan, pengadaan dan peningkatan kualitas sarana
dan prasarana serta penyuluhan dan pelayanan kesehatan masyarakat
pada posyandu, puskesmas dan jaringannya, pencegahan penyakit
menular (demam berdarah, flu burung, HIV/AIDS), mendukung program
pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, imunisasi, mengurangi
prevalency gizi buruk, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan;
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Penyediaan dan layanan air bersih setiap rumah tangga, penataan MCK,
lingkungan kumuh, sanitasi, persampahan, polusi dan pencemaran air,
udara dan tanah di perdesaan dan perkotaan;

Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur, jaringan irigasi, waduk
dan situ, pengendalian banijir, penataan bantaran sungai dan kali bersih,
jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kantong-kantong
produksi serta membuka keterisolasian untuk kelancaran arus barang dan
orang dalam upaya menekan ekonomi biaya tinggi, pembangunan dan
penataan pasar tradisional;

Penataan ruang dan lingkungan hidup dalam upaya pemenuhan
kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan alih fungsi lahan
yang tidak sesuai dengan RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan
budidaya dan pengamanan kawasan lindung, sosialisasi/penyuluhan
pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang;

Penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah, ketersediaan rumah layak huni,
menetapkan kebijakan dan strategi dibidang perumahan dan kawasan
permukiman, kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, fasilitasi
pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas umum perumahan dan
kawasan pemukiman, menyusun rencana pembangunan dan
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan
kualitas perumahan dan permukiman, memberikan pendampingan bagi
orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya
sesuai dengan kewenangan masing-masing;

Pengembangan kepemimpinan pemuda, peningkatan potensi
keteladanan, keberpengaruhan serta menggerakkan pemuda sebagai
kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan
kebangsaan, pembangunan dan peningkatan sarana prasarana
kepemudaan dan keolahragaan, pembinaan dan pengembangan
kepemudaan dan keolahragaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan
olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pemberdayaan dan
pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani
masyarakat ;

Mendorong, melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di
bidang penanaman modal, optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di bidang perizinan secara cepat, mudah dan murah;

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berupa kemudahan akses
permodalan, pembinaan manajemen usaha serta pemasaran,
pemberdayaan koperasi melalui penciptaan usaha simpan pinjam,
pemberdayaan UKM dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil,
fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan UKM;

Mendorong peningkatan kegiatan pemerintahan daerah, masyarakat dan
dunia usaha yang bersifat padat karya untuk mengurangi angka
pengangguran dalam rangka pengentasan kemiskinan, pembinaan dan
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penyelenggaraan  pelatihan  kerja, pengawasan pelaksanaan
perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja, serta penerbitan
rekomendasi perijinan magang ke luar negeri, pengawasan pelaksanaan
sertifikasi kompetensi dan pelatihan kerja;

Penyediaan dan pengendalian ketersediaan pupuk, bibit, obat-obatan
pembasmi hama dan sarana produksi pertanian serta peningkatan
intensitas tenaga penyuluh pertanian untuk mendukung ketahanan
pangan, pencegahan alih fungsi lahan pertanian, pengembangan
keanekaragaman produk pertanian, identifikasi kebutuhan ketersediaan
pangan;

. Mendorong peningkatan peranan perempuan berpartisipasi dibidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya
mencapai 30% keterwakilan perempuan, perlindungan terhadap
perempuan yang responsif gender berupa pemberdayaan, pelayanan
kesehatan, mental spiritual, pendidikan, pencegahan kekerasan dalam
rumah tangga, eksploitasi dan jual beli anak dan remaja (frafficking),
kekerasan seksual;

Dukungan operasional jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana,
penyediaan sarana, alat, obat dan cara penggunaan kontrasepsi,
penyuluhan keluarga sejahtera, pemberian dukungan Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular
Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Aditiktif
(NAPZA); '

Pengendalian pemberian ijin trayek angkutan mempertimbangkan aspek
kelayakan, daya dukung, kemampuan, sarana prasarana perhubungan,
keamanan, kenyamanan dan keselamatan, pemasangan dan
pemeliharaan rambu lalu lintas, kemudahan akses antar moda angkutan
umum, pembangunan dan pemeliharaan terminal, shelter, angkutan
sungai danau dan penyeberangan;

Penyebarluasan dan penyuluhan informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan kepada masyarakat, pengembangan kemitraan media,
pengendalian pemberian ijin menara telekomunikasi agar tidak
mengganggu kepentingan umum, mendorong pengembangkan
e-business pada pelaku usaha kecil dan menengah, pembentukan dan
pengembangan media center dalam rangka pengendalian keseimbangan
dan pertukaran informasi pemerintahan dan publik, pengendalian dan
pengawasan pasca penataan/pembangunan jaringan telekomunikasi agar
tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat;

Mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban, kerjasama
dengan seluruh aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan dalam
pencegahan terorisme, konflk sosial, penyebaran idiologi yang
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pengembangan
kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan
pemahaman terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan, peningkatan
pembinaan organisasi sosial, kepemudaan dan kemasyarakatan;
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r. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang usaha ekonomi
masyarakat desa, peningkatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam bidang
pertanian dalam arti luas (peternakan, perkebunan, tanaman pangan,
hortikultura, perikanan), pembangunan dan peningkatan serta
pemeliharaan infrastruktur pedesaan (air bersih, jalan desa, pasar desa,
MCK, listrik desa, telekomunikasi perdesaan), pengembangan dan
pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat dan semangat gotong royong;

s. Penanganan masalah sosial seperti pemberdayaan fakir miskin, anak
terlantar, PSK, gelandangan dan pengemis, peningkatan penyediaan
fasilitas dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, mental
dan lanjut usia, serta menyelenggarakan pelatihan kerja bagi
pengangguran dan fasilitasi penempatan pada berbagai bidang usaha
sesuai dengan keabhlian;

t. Perlindungan terhadap cagar budaya, perawatan dan pengamanan
aset/benda kesenian, perlindungan, pemeliharaan dan pengamanan
benda cagar budaya, pengembangan pemanfaatan kesenian tradisional,
penyelenggaraan dan pengelolaan museum daerah, peningkatan
kemitraan dengan berbagai pihak terkait lembaga adat, seni dan budaya
daerah.

6. Selain memperhatikan kegiatan tersebut diatas, dalam penyusunan rancangan
awal RKPD Tahun 2015 harus mengintegrasikan pencapaian target kinerja
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
100/1023/SJ tanggal 26 Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan
Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk provinsi sejumlah 9 (sembilan) SPM mencakup pelayanan dasar
bidang urusan Perumahan Rakyat, Perhubungan, Lingkungan Hidup,
Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial,
Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, Kesenian, dan Ketahanan Pangan;

b. Untuk kabupaten/kota sejumlah 15 (limabelas) SPM mencakup pelayanan
dasar bidang urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perumahan, Perhubungan, Lingkungan Hidup,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana,
Sosial, Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, Kesenian, Pemerintahan
Dalam Negeri, Kominfo, Ketahanan Pangan.

7. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, percepatan
pembangunan daerah, iklim investasi yang kondusif, keseimbangan
pembangunan antar daerah/wilayah dan negara serta pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka kegiatan prioritas lainnya
yang perlu dirumuskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah kegiatan
pencegahan dan pemberantasan korupsi, penanganan gangguan keamanan
dalam negeri, pembangunan perbatasan antar negara, pembinaan dan
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pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan  daerah,
pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi daerah, penataan
perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang,
pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, pendidikan dan
pelatihan.

8. Dengan mengacu pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka dalam
Bab Ill Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan
dan Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Rancangan
Awal RKPD Tahun 2015 tergambarkan seluruh program/kegiatan, target
kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran dan lokasi kegiatan, serta SKPD
penanggung jawab program/kegiatan, baik yang didanai melalui belanja
langsung maupun belanja tidak langsung yang akan dirumuskan dalam KUA
PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2015.

. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD
TAHUN 2015

1. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan
bahwa Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu rancangan awal
RKPD. Oleh sebab itu sebelum rancangan awal RKPD Provinsi,
Kabupaten/Kota Tahun 2015 disampaikan kepada SKPD sebagai pedoman
SKPD menyusun rancangan Renja SKPD Tahun 2015, supaya terlebih
dahulu memperoleh masukan dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran seperti
hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan
masyarakat dan/atau pemerintah daerah. Hal tersebut untuk menjamin
kepastian bahwa program dan kegiatan yang disusun dalam rancangan awal
RKPD Tahun 2015 sudah sesuai dengan RPJMD yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah.
Hal tersebut selaras dengan pelaksanaan fungsi DPRD vyaitu fungsi
pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

2. Rancangan awal RKPD provinsi, kabupaten/kota Tahun 2015 yang telah
memperoleh saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD
sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas, selanjutnya
dikonsultasikan dengan publik untuk menjaring aspirasi pemangku
kepentingan pada tahap awal terhadap prioritas dan sasaran pembangunan
pada Tahun 2015 terutama terkait dengan tujuan, sasaran, rencana program
dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif
agar konsisten dengan pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

3. Forum konsultasi publik RKPD provinsi, kabupaten/kota Tahun 2015
dilaksanakan dengan mengundang para pemangku kepentingan yang terdiri
dari unsur DPRD, SKPD, akademisi/perguruan tinggi, asosiasi profesi,
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pengusaha dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dengan
mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan.

Rancangan awal RKPD provinsi, kabupaten/kota Tahun 2015 yang telah
disempurnakan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan forum konsultasi
publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut diatas, selanjutnya
menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 dan
dengan Surat Edaran Kepala Daerah disampaikan kepada SKPD sebagai
pedoman penyusunan Rancangan Renja SKPD Tahun 2015.

Rancangan Renja SKPD yang disusun setiap SKPD dibahas dalam Forum
SKPD/Lintas SKPD ya'ng dikoordinasikan oleh Bappeda dengan
menghadirkan para pemangku kepentingan terkait dengan layanan SKPD
dan lintas SKPD. Forum SKPD/lintas SKPD bertujuan untuk penyelarasan
program/kegiatan, penajaman sasaran, lokasi kegiatan, pagu indikatif sesuai
dengan kebutuhan kelompok sasaran penerima manfaat langsung kegiatan
dan koordinasi keterpaduan program/kegiatan antar SKPD. Forum
SKPD/Lintas SKPD agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Selain para pemangku kepentingan terkait dengan layanan SKPD, Forum
SKPD/Lintas SKPD agar dihadiri oleh anggota komisi DPRD yang menjadi
mitra kerja SKPD guna terciptanya keterpaduan dan keseragaman usulan
kegiatan yang diajukan oleh DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat
dalam perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah.

Rancangan Renja SKPD Tahun 2015 yang telah disempurnakan
berdasarkan Berita Acara Forum SKPD/Lintas SKPD, disampaikan kepada
Kepala Bappeda untuk diverifikasi agar sesuai dengan Rancangan Awal
RKPD Tahun 2015. Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 yang telah
disempurnakan menjadi Rancangan RKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun
2015 selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang RKPD Provinsi,
Kabupaten/Kota Tahun 2015 untuk .

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 paling lambat
dilaksanakan akhir bulan Maret 2014.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2015 paling lambat
dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan April 2014.

Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015 dihadiri oleh para pihak
yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam perumusan kebijakan
perencanaan dan yang mendapatkan manfaat atau dampak dari
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain
Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD
kabupaten/kota, unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh
masyarakat, unsur SKPD provinsi dan kabupaten/kota, keterwakilan dari
unsur pemerintahan desa, dan kelurahan, keterwakilan perempuan dan
kelompok masyarakat rentan termarginalkan, unsur pengusahalinvestor
serta unsur lain yang dipandang perlu.
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. Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2015 dihadiri oleh para pihak yang

langsung atau tidak langsung terlibat dalam perumusan kebijakan
perencanaan dan yang mendapatkan manfaat atau dampak dari
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain Gubernur
dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, para
Bupati/Walikota, unsur Kementerian/Lembaga, Kepala Bappeda dan SKPD
provinsi, para Kepala Bappeda kabupaten/kota, pejabat instansi vertikal di
provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang kabupaten/kota, unsur
TNI, Polri, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur
pengusahalinvestor, keterwakilan dari unsur pemerintahan desa, dan
kelurahan, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termarginalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

Dengan telah dilaksanakan pendekatan partisipatif penyusunan Rancangan
RKPD Tahun 2015 melalui proses konsultasi publik dan forum SKPD/lintas
SKPD untuk menjaring masukan/usulan kegiatan dari para pemangku
kepentingan, maka forum Musrenbang RKPD bertujuan untuk penyelarasan
prioritas dan sasaran pembangunan, Kklarifikasi usulan kegiatan yang
disampaikan masyarakat, penyepakatan prioritas, sasaran, indikator, target
kinerja, lokasi, kelompok sasaran, dan pagu indikatif program/kegiatan.

Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010.

lll. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD BAGI DAERAH YANG BELUM
MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD DAN DAERAH
OTONOM BARU

Bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD,

maka sebagai landasan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2015 dilakukan
sebagai berikut:

1.

Dalam hal daerah sedang dan akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala
Daerah (Pemilukada), penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2015
berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah
pelaksanaan RPJPD periode berkenaan yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah. Hal tersebut mengingat arah kebijakan dan sasaran pokok
RPJPD juga menjadi acuan penyusunan visi, misi, dan program oleh calon
kepala daerah yang akan mengikuti Pemilukada.

Bagi daerah yang sedang menyusun RPJMD, maka untuk menjaga
kesinambungan  penyelenggaraan pemerintahan dan  menghindari
kekosongan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat
menggunakan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif tahun pertama
yang disusun dalam Rancangan Awal RPJMD sebagai landasan penyusunan
Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 yang nantinya ditetapkan menjadi tahun
pertama dari indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan
RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Dalam hal daerah otonom baru belum menerima penyerahan pembiayaan,
peralatan, personil, dan dokumen (P3D) dari daerah induk, segala aktifitas
pembangunan pada daerah otonomi baru yang belum memiliki Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD, maka rencana pembangunan
tahunan daerah pada daerah otonomi baru tetap disusun dalam rancangan
awal RKPD Tahun 2015 daerah induk. Daerah otonomi baru menyusun RKPD
Tahun 2015 berkaitan dengan program dan kegiatan operasional dalam
rangka mempersiapkan pembentukan organisasi, pemilihan kepala daerah,
pembentukan DPRD dan kegiatan-kegiatan lainnya berkaitan dengan
penyerahan P3D.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dan angka 2 diatas disusun dengan tetap mempedomani
TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN
2015 sebagaimana tersebut pada romawi Il.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud
pada angka 3 diatas dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan
untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 yang telah
disempurnakan berdasarkan Berita Acara Hasil Konsultasi Publik selanjutnya
dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah untuk provinsi yang baru dibentuk sebagai daerah
otonom dan kepada Gubernur untuk kabupaten/kota yang baru dibentuk
sebagai daerah otonom.

IV. PENGENDALIAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD
TAHUN 2015

1.

Pengendalian kebijakan RKPD Tahun 2015 adalah untuk menjamin bahwa
RKPD Tahun 2015 telah -disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara
penyusunan RKPD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengendalian kebijakan RKPD dilaksanakan melalui pemantauan dan
supervisi terhadap penyusunan RKPD, sejak perumusan rancangan awal
sampai dengan penetapan Peraturan Gubernur/BupatiWalikota tentang
RKPD Tahun 2015.

Kepala Bappeda Provinsi melakukan pengendalian perumusan kebijakan
penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2015 untuk menjamin prioritas,
sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dalam
penyusunan RKPD provinsi sesuai dengan program pembangunan daerah
yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi masing-masing.

Kepala Bappeda Kabupaten/Kota melakukan pengendalian perumusan
kebijakan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2015 untuk menjamin
prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan
daerah sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam
RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan RPJMD provinsi.

Kepala SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya, wajib melaksanakan
pengendalian penyusunan rancangan Renja SKPD, untuk menjamin
perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,



-12-

kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam rancangan Renja
SKPD berpedoman pada rencana program dan kegiatan dalam rancangan
awal RKPD Tahun 2015 serta selaras dengan Renstra SKPD tahun
berkenaan.

6. Tahapan dan Tatacara Pengendalian Perumusan Kebijakan Rancangan Awal
RKPD Tahun 2015 agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010.

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GAMAWAN FAUZI

Tembusan, disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas Republik Indonesia;

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan

4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan
Kepala Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
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Petunjuk

Kolom (1)

Kolom (2)

Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom (6)

Kolom (7)

Kolom (8)

Kolom (9)

Kolom (10)

Kolom (11)

Pengisian: Format Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah
Tahun 2015 Provinsi/Kabupaten/Kota

diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan  Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan.

l—" A—2—> Kode Urusan Pemerintahan Daerah

» Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
17— Kode Program

—> Kode Kegiatan

diisi dengan :

a. uraian nama urusan pemerintahan daerah;

b. uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

c. uraian judul program yang direncanakan;

d. uraian judul kegiatan yang direncanakan.

diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.

diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.

diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana.
Contoh: kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP.

untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka
dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap
program yang direncanakan sebagaimana tercantum dan/atau yang
telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dua
tahun sebelum tahun rencana. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan
jumlah (unit, buah,), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg,
ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%)
dan lainnya.

diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan.
Contoh: tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMP.

diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan
dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang
direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh
kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi
dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang
direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah,
eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan
wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya.
Contoh: 4 ruang belajar SMP.

diisi dengan uraian tolok ukur hasil dari setiap kegiatan. Contoh:
tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP.

diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan
dari hasil yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan.
Jumlah/besaran hasil yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada
program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau
berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan.
Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar),
satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah
(desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya Contoh:
4 ruang belajar untuk 160 peserta didik atau 80% dari target
hasil/capaian program.



Kolom (12)

Kolom (13)

Kolom (14)

Kolom (15)

diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang
dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang
dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah.
Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.

diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya (Tahun 2016)
dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan

diisi dengan sifat/jenis kegiatan tersebut:

a. diisi dengan angka 1 (satu) dalam hal kegiatan tersebut sedang

berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun
yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD.

b. diisi dengan angka 2 (dua) dalam hal kegiatan tersebut kegiatan
alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan
kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran
pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna
mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

c. diisi dengan angka 3 (tiga) dalam hal kegiatan tersebut baru, yaitu
program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD
dengan kriteria:

1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;

2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra
SKPD;

3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional
yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau

4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya
belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan
sasaran Renstra SKPD.

diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab terhadap kegiatan

tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

a. setelah mencantumkan nama SKPD supaya ditambahkan angka 1
(satu) dalam hal kegiatan tersebut dilakukan oleh satu SKPD,;

b. setelah mencantumkan nama SKPD supaya ditambahkan angka 2
(dua) dalam hal kegiatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu)
SKPD (lintas SKPD) dan cantumkan nama-nama SKPD terkait;

c. setelah mencantumkan nama SKPD supaya ditambahkan angka 3
(tiga) dalam hal kegiatan tersebut bersifat lintas wilayah dan
cantumkan nama perwilayahan sesuai dengan nama yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah.

MENTERI AM NEGERI

GAMAWAN FAUZI



